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ABSTRAK 
LAILA HAYATI, NPM. 19.81.0407. 2023, Perlindungan Hukum Tentang Hak-

Hak Penyandang Disabilitas. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam 

Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.H.I, 

S.H, M.H. Pembimbing II Dr. Istiana Heriani, S.H., M.H. 
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Umum. 

Hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan 

merupakan jaminan hak bagi setiap penyandang disabilitas tanpa adanya 

diskriminasi. Dalam hal pelayanan publik, penyandang disabilitas mempunyai hak 

dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya dalam mendapatkan 

aksesibilitas sebagai warga negara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap jaminan akses 

fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan dan bagaimana akses fasilitas umum terhadap fasilitas pelayanan publik 

bagi penyandang disabilitas di Indonesia. 

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bentuk perlindungan 

hukum terhadap akses fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas dan tanggung 

jawab pemerintah terhadap menjamin ketersediaan akses fasilitas umum bagi 

Penyandang Disabilitas 

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif dengan menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menekankan pada studi 

kepustakaan  yang berarti mengkaji serta menelaah aturan-aturan hukum yang ada 

dan berlaku. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa permasalahan hukum yang tidak 

konsistensi dan kesadaran bagi masyarakat maupun pemerintah serta peran aktif 

seluruh stakeholders tentang pentingnya penyediaan fasilitas dan lingkungan 

umum yang ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya fasilitas aksesibilitas 

fisik yang dikaitan bangunan, lingkungan,transprotasi contohnya pemerintah 

seharusnya menyediakan lift prioritas, ruang kursi roda, dan untuk aksesibilitas 

non fisik meliputi informasi atau komunikasi dan teknologi belum adanya 

perpustakaan khusus penyandang tunanetra yang dicetak dengan huruf braille, 

mailto:lailahayati216@gmail.com


buku audio digital dan buku elektronik. sehingga apabila hal tersebut tercapai 

maka penyandang disabilitas yang memerlukan fasilitas dan perhatian khusus 

dapat memperoleh haknya dalam hal penyediaan fasilitas publik yang dapat 

diakses oleh seluruh penyandang disabilitas.  
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